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Pendahuluan  

Tanggal 17 Desember 2018 merupakan momen bersejarah bagi para petani dan orang-orang 
yang bekerja di perdesaan di seluruh dunia. Pada tanggal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) telah mengesahkan sebuah Deklarasi tentang Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang 
Bekerja di Pedesaan (United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People 
Working in Rural Areas - UNDROP). 

UNDROP secara substansi merupakan pengakuan terhadap petani dan orang-orang yang bekerja 
di perdesaan sebagai kelompok rentan, yang selama ini telah menjadi korban atas ketidakadilan 
pembangunan, intervensi kapitalisme di sektor pertanian dan kehidupan perdesaan. Oleh 
karenanya, diakuinya hak-hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan dalam 
UNDROP merupakan sebuah langkah besar untuk dapat memastikan terpenuhinya hak-hak 
petani dan masyarakat yang bekerja di perdesaan. 

Kelahiran UNDROP sendiri merupakan sebuah hasil perjuangan kolektif selama hampir 20 tahun, 
mulai dari perumusannya di akar rumput oleh para petani hingga dibawa ke sidang-sidang 
Pembahasan di PBB. Secara khusus, Indonesia memiliki peran besar dalam menyemai ide-ide 
maupun konsep dasar mengenai UNDROP. Pada tahun 2001, Serikat Petani Indonesia (SPI) 
beserta organisasi gerakan agraria dan masyarakat sipil lainnya, bekerja sama dengan Komisi 
Nasional (KOMNAS) Hak Asasi Manusia (HAM) - Republik Indonesia, menyelenggarakan 
Konferensi Nasional Pembaruan Agraria dan Hak Asasi Petani di Cibubur. Konferensi ini 
menghasilkan beberapa resolusi salah satunya adalah ‘Deklarasi Hak Asasi Petani Indonesia’, 
yang diakui sebagai cikal bakal UNDROP. 

Pada tahun 2022, yang menandai 4 tahun pengadopsian UNDROP oleh PBB, SPI terus mendorong 
agar UNDROP menjadi instrumen perlindungan terhadap hak-hak petani dan produsen pangan 
skala kecil lainnya di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menjadikan UNDROP sebagai tools 
of monitoring, untuk melihat bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak-hak petani dan orang 
yang bekerja di perdesaan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari berbagai peristiwa yang terjadi 
di Indonesia selama tahun 2022 ini. 

Dalam konteks hak petani atas tanah, konflik agraria yang berujung penggusuran lahan dan 
rumah serta kriminalisasi terus dialami oleh petani. Hal ini dialami oleh anggota SPI di berbagai 
wilayah, seperti di Jambi, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan banyak wilayah lainnya. Kondisi 
tersebut diperburuk dengan berjalan lambatnya kebijakan penyelesaian konflik agraria berjalan. 

Sementara itu terkait hak petani atas pangan, berbagai permasalahan juga secara masif terjadi. 
Dimulai dari kelangkaan minyak makan sawit di tingkat masyarakat; bencana alam seperti banjir 
dan longsor yang mengakibatkan beberapa wilayah penghasil pangan mengalami kegagalan 
produksi; sampai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada 
petani, seperti: pencabutan subsidi BBM, rencana impor benih GMO, dan lain-lainnya.  

Atas dasar situasi di atas, SPI melakukan pengkajian dan penelitian yang tersusun dalam ‘Laporan 
Situasi UNDROP di Indonesia Tahun 2022’. Laporan tersebut merupakan catatan-catatan 
mengenai pelanggaran hak-hak petani (yang didasarkan pada pasal-pasal di dalam UNDROP) 
yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Upaya ini sudah dilakukan SPI secara rutin setiap 
tahunnya, sejak UNDROP diadopsi oleh PBB sebagai salah satu instrumen hak asasi manusia.  
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Metodologi 

Laporan ini disusun untuk mengukur bagaimana penerapan situasi hak asasi petani dan orang-
orang yang bekerja di perdesaan, khususnya pada pasal-pasal kunci di dalam UNDROP. Pasal-
pasal kunci tersebut adalah: 

(i) Pasal 2 tentang Kewajiban Umum Negara; 
(ii) Pasal 4 tentang Hak Perempuan di Perdesaan; 
(iii) Pasal 10 tentang Hak untuk Berpartisipasi; 
(iv) Pasal 12 tentang Hak untuk Mengakses Keadilan; 
(v) Pasal 15 tentang Hak atas Pangan dan Kedaulatan Pangan; 
(vi) Pasal 16 tentang Hak atas Penghasilan dan Penghidupan yang Layak serta Cara Produksi; 
(vii) Pasal 17 tentang Hak atas Tanah; 
(viii) Pasal 19 tentang Hak atas Benih; 
(ix) Pasal 20 tentang Hak atas Keanekaragaman Hayati 

Adapun sumber utama untuk dalam laporan ini adalah situasi yang terjadi di anggota SPI di 
berbagai wilayah Indonesia. Sementara untuk sumber sekunder dihimpun dari koran, surat 
kabar, media sosial, sampai dengan informasi dari jejaring SPI di berbagai tingkatan. 

Laporan Situasi Hak Asasi Petani Indonesia Tahun 2022 

Pasal 2 tentang Kewajiban Umum Negara 

Ayat (1) “Negara harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak petani dan 
orang yang bekerja di pedesaan. Mereka harus segera mengambil langkah-langkah 
legislatif, administratif dan langkah lainnya yang layak untuk secara progresif mencapai 
pewujudan penuh hak-hak yang ditetapkan dalam Deklarasi ini yang pada saat sekarang 
tidak dapat dijamin dengan segera.” 

SPI menilai Pemerintah belum melaksanakan kewajiban dalam ayat 1 tersebut. Status Indonesia 
sebagai negara yang menjadi pendukung (in favour) UNDROP ketika pengesahan di Dewan HAM 
dan Majelis Umum PB, secara ideal harus diikuti dengan komitmen untuk mengadopsi UNDROP 
ke dalam kebijakan dan peraturan nasional. Namun 4 tahun pasca disahkannya UNDROP, 
Pemerintah Indonesia masih belum menunjukkan niatnya untuk mengadopsi dan menempatkan 
UNDROP sebagai acuan dalam membuat, mengubah atau mengimplementasikan kebijakan-
kebijakan yang berkaitan dengan petani dan orang yang bekerja di pedesaan. 

Alih-alih melakukan menafsirkan dan harmonisasi perundang-undangan yang sudah ada sesuai 
dengan UNDROP, Pemerintah terus mendorong implementasi Undang- Undang Nomor 11 tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja) yang sudah diputus 
‘Inkonstitusional Bersyarat’ oleh Mahkamah Konstitusi (MK)1. Upaya tersebut dapat dilihat dari 
terbitnya beberapa peraturan, baik itu peraturan presiden maupun di tingkat kementerian, yang 
mengacu pada UU Cipta Kerja, seperti: 

 
1 UU Cipta Kerja sejatinya merupakan produk hukum yang cacat. MK melalui putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 
memerintahkan perbaikan UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun. Amar putusan MK juga menyebut bahwa 
selama proses perbaikan tersebut, Pemerintah harus menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat 
strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan 
dengan UU Cipta Kerja. Lihat: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816  

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816
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1. Perpres No 113/2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah pada 27 
Desember 2021; 

2. Keputusan Presiden (Keppres) No 1/2022 tentang Satgas Penataan Penggunaan Lahan 
dan Penataan Investasi pada 20 Januari 2022; 

3. Instruksi Kementerian Dalam Negeri kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk 
menjalankan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. 

Berbagai peraturan tersebut diterbitkan oleh pemerintah pasca dikabulkannya uji formil UU Cipta 
Kerja. Dari hal tersebut, tampak bahwa pemerintah membangkang, dan menafsirkan secara 
sepihak putusan MK terhadap UU Cipta Kerja.  

Ayat 4) “Negara harus menguraikan, menafsirkan dan menerapkan perjanjian dan 
standar internasional yang relevan di mana mereka adalah pihak dengan cara yang 
konsisten dengan kewajiban-kewajiban hak asasi manusia mereka sebagaimana berlaku 
untuk para petani dan orang yang bekerja di perdesaan.“ 

Berkaitan dengan perjanjian internasional, petani dan orang yang bekerja di pedesaan juga tidak 
dilibatkan dalam proses ratifikasi atau perundingan perjanjian perdagangan bebas. Perdagangan 
bebas yang dilakukan Indonesia baik secara bilateral maupun multilateral akan sangat 
berdampak terhadap kehidupan petani dan orang yang bekerja di pedesaan. Salah satu 
contohnya adalah Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dimana Indonesia 
bergabung bersama dengan Negara Anggota ASEAN serta China, Australia, Selandia Baru, Korea 
dan Jepang. 

RCEP sebagai perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, telah diratifikasi oleh Indonesia 
pada tahun 2022 ini. Glorifikasi posisi Indonesia sebagai global value chain di dalam RCEP 
menafikan fakta bahwa perdagangan bebas di sektor pertanian akan mengancam hak-hak petani 
dan produsen pangan skala kecil yang hidup di perdesaan. Meskipun produk pangan pokok 
seperti beras masih dikenakan tarif, akan tetapi produk-produk seperti gula, daging dan pangan 
olahan akan meningkatkan impor Indonesia dan membahayakan produksi petani. Kondisi 
tersebut juga merupakan ancaman terhadap kedaulatan pangan Indonesia, dimana petani dan 
orang di perdesaan sebagai aktor utamanya.  

Ayat (5) “Negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan 
dimana para pelaku non-negara yang berada dalam posisi mengatur, seperti individu 
swasta dan organisasi swasta, dan perusahaan transnasional dan bisnis lainnya, 
menghormati dan memperkuat hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan.” 

Sampai dengan tahun 2022 ini, masih jelas terlihat bahwa sejumlah aktor non-negara khususnya 
perusahaan baik nasional maupun transnasional tidak menunjukkan sikap menghormati dan 
memperkuat hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan. Belum adanya pengakuan terhadap 
hak-hak petani atas tanah sebagai sumber penghidupan, mengakibatkan perampasan terhadap 
tanah-tanah milik petani semakin masif. Fenomena tersebut dapat terlihat secara jelas apabila 
mengamati kasus-kasus konflik agraria yang terjadi di Indonesia.  

Salah satu contohnya, dialami oleh anggota SPI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang 
berkonflik dengan PT. Kaswari Unggul. Perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut masih terus 
beroperasi kendati tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang sah sejak tahun 2015 yang lalu. 
PT. Kaswari Unggul tetap melakukan penguasaan tanah bahkan melakukan aktivitas pemanenan 
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di tengah ketiadaan izinnya tersebut. Bahkan, perusahaan tersebut kerap melakukan intimidasi 
terhadap petani yang memperjuangkan hak atas tanah melalui reforma agraria2.  

Pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aktor non-negara, menunjukkan masih 
lemahnya komitmen untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani dan orang yang bekerja 
di perdesaan. Pemerintah sejauh ini tidak mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk 
menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap hak-hak petani. 
Sikap pemerintah bahkan cenderung berpihak terhadap perusahaan, dengan dalih investasi dan 
pertumbuhan ekonomi. Padahal, sejatinya negara harus hadir sebagai pihak yang mengatur 
untuk mengatur dan memastikan keberadaan korporasi tidak melanggar dan menghormati hak-
hak petani dan orang yang bekerja di perdesaan. 

Pasal 4 tentang Hak Perempuan di Perdesaan 

(Ayat (2) “Negara-negara harus memastikan bahwa perempuan petani dan perempuan 
lain yang bekerja di daerah pedesaan menikmati tanpa diskriminasi semua hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar yang dinyatakan dalam Deklarasi ini dan dalam instrumen-
instrumen hak asasi manusia internasional lainnya, termasuk hak-hak: a. Untuk 
berpartisipasi secara setara dan efektif dalam perumusan dan implementasi perencanaan 
pembangunan di semua tingkatan; b. Untuk memiliki akses yang setara atas standar 
kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai, termasuk fasilitas layanan 
kesehatan yang memadai, informasi, konseling dan layanan dalam keluarga berencana; 
c. Untuk mendapat manfaat langsung dari program jaminan sosial; d. Untuk menerima 
semua jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non-formal, termasuk 
pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan melek fungsional, dan mendapatkan 
manfaat dari semua layanan masyarakat dan layanan tambahan yang khusus untuk 
meningkatkan kemampuan teknis mereka; e. Untuk mengorganisir kelompok swadaya, 
asosiasi dan koperasi sehingga mendapatkan akses yang setara kepada kesempatan 
ekonomi melalui lapangan kerja atau wirausaha; f. Untuk berpartisipasi dalam semua 
kegiatan komunitas; g. Untuk memiliki akses yang setara atas layanan keuangan, kredit 
dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran dan teknologi yang sepantasnya; h. Untuk 
mendapatkan akses yang setara, menggunakan dan pengelolaan tanah dan sumber daya 
alam, dan perlakuan yang setara atau prioritas dalam tanah dan reforma agraria dan 
dalam skema permukiman kembali atas lahan; i. Untuk mendapatkan pekerjaan yang 
layak, imbalan yang setara dan tunjangan perlindungan sosial, serta memiliki akses atas 
kegiatan yang menghasilkan pendapatan; j. Untuk bebas dari segala bentuk kekerasan.” 

Petani perempuan merupakan ibu dari kedaulatan pangan. Perlindungan terhadap hak-hak 
mereka harus dijamin untuk dapat dinikmati tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks 
Indonesia, permasalahan terkait hak petani perempuan dan perempuan yang tinggal di 
perdesaan, menjadi isu yang mendesak harus diperhatikan3. Hal ini disebutkan oleh Komnas 

 
2 PT. Kaswari Unggul tidak kunjung melakukan pembayaran atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB), sehingga SK HGU nomor: 58/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 yang mereka miliki menjadi batal. Lihat berita 
mengenai perjuangan petani anggota SPI Cabang Tanjung Jabung Timur di https://spi.or.id/segera-redistribusikan-
tanah-objek-reforma-agraria-tora-yang-dikuasai-pt-kaswari-unggul-perkebunan-tidak-memiliki-hgu-kepada-
petani/  
3 Komnas HAM menyebut ada 5 isu mendesak terkait perempuan di Indoensia, yaitu: 1) kebebasan berpendapat dan 
berekspresi yang bertautan dengan kriminalisasi dan kekerasan terhadap pembela HAM, termasuk perempuan 
pembela HAM; 2) penyiksaan dan perlakuan manusiawi; hak untuk hidup, khususnya terkait penghapusan hukuman 
mati dan hukuman badan lainnya; 3) pelanggaran HAM masa lalu yang belum tuntas; 4) bisnis dan HAM terkait 

https://spi.or.id/segera-redistribusikan-tanah-objek-reforma-agraria-tora-yang-dikuasai-pt-kaswari-unggul-perkebunan-tidak-memiliki-hgu-kepada-petani/
https://spi.or.id/segera-redistribusikan-tanah-objek-reforma-agraria-tora-yang-dikuasai-pt-kaswari-unggul-perkebunan-tidak-memiliki-hgu-kepada-petani/
https://spi.or.id/segera-redistribusikan-tanah-objek-reforma-agraria-tora-yang-dikuasai-pt-kaswari-unggul-perkebunan-tidak-memiliki-hgu-kepada-petani/
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Perempuan, dimana isu terkait kebebasan berekspresi dan konflik terkait sumber daya alam, 
sangat sering menjadikan perempuan sebagai korban.  

Sebagai contoh, hal ini dialami oleh petani perempuan anggota SPI di Cabang Pasaman Barat. 
Wismawati, merupakan salah satu petani yang ikut melakukan perjuangan reforma agraria di 
Basis Aia Gadang. Bersama dengan 4 orang lainnya, Wismawati, dikriminalisasi oleh Kepolisian 
resor Pasaman Barat, atas tuduhan tindak pidana penganiayaan di areal HGU PT. Anam Koto. 
Padahal mereka memprotes upaya karyawan dan petugas keamanan perusahaan PT. Anam Koto 
yang hendak merusak tanaman para petani. Wismawati pada akhirnya ikut ditahan bersama 
dengan 4 orang lainnya, sebelum kemudian dilepaskan dan statusnya diubah menjadi tahanan 
kota. 

Tidak berhenti di situ, petani perempuan anggota SPI di Basis Aia Gadang kembali menjadi korban 
kriminalisasi oleh perusahaan. Pada 6 Desember 2022, Susi Susanti, bersama dengan 8 orang 
anggota SPI Basis Aia Gadangnya, dilaporkan oleh PT. Anam Koto dengan tuduhan menduduki 
dan mengerjakan lahan perkebunan di atas penguasaan HGU perusahaan4.  

Contoh kasus di atas menggambarkan bahwa petani perempuan memiliki peran yang besar 
dalam perjuangan reforma agraria. Mereka tidak hanya menjadi supporting unit, tetapi juga 
menjadi aktor yang sejajar dalam memperjuangkan hak atas tanah sebagai sumber penghidupan 
mereka. Pemerintah dalam hal ini perlu mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan 
bagaimana hak-hak petani perempuan terjamin, mengingat risiko yang mereka tanggung sama 
besarnya dengan perjuangan hak atas tanah.  

Pasal 10 tentang Hak untuk Berpartisipasi  

Ayat (1) “Petani dan orang lain yang bekerja di daerah pedesaan memiliki hak untuk 
berpartisipasi aktif dan bebas, secara langsung dan/atau melalui organisasi perwakilan 
mereka, dalam mempersiapkan dan penerapan kebijakan, program dan proyek yang 
dapat mempengaruhi kehidupan, lahan dan mata pencaharian mereka.”  

Sepanjang tahun 2022, belum ada upaya serius dari pemerintah untuk melibatkan petani dan 
orang-orang yang bekerja di perdesaan dalam perumusan kebijakan yang menyangkut hidup 
mereka. Partisipasi bermakna atau meaningful participation dari masyarakat, dalam hal ini petani 
dan orang yang bekerja di perdesaan, sangat dibutuhkan untuk menjamin setiap aspirasi dari 
rakyat dapat tertampung. Tanpa adanya hal tersebut, sangat mungkin suatu kebijakan menjadi 
bias kepentingan, dan merugikan kelompok-kelompok tertentu.  

Bentuk bias kepentingan tersebut dapat dilihat pada beberapa kebijakan maupun peraturan yang 
dikeluarkan pemerintah di tahun 2022. SPI secara khusus memberikan catatan terhadap 3 
peraturan maupun kebijakan, yaitu: 1) Perbaikan UU Cipta Kerja: Revisi Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 2) Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; dan 3) Rancangan Perpres Reforma Agraria. 

 

 
konflik sumber daya alam; dan 5) kebebasan beragama yang juga berkaitan dengan kebijakan diskriminatif serta aksi 
intoleran lainnya. Lihat di https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-
tentang-side-event-siklus-4-universal-periodic-review  
4 Lebih lanjut, lihat https://spi.or.id/mempertahankan-tanah-dan-tanaman-dari-perusakan-lima-orang-petani-spi-
pasaman-barat-dikriminalisasi/ dan  https://spi.or.id/berikan-keadilan-bagi-petani-pejuang-reforma-agraria/  

https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-side-event-siklus-4-universal-periodic-review
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-side-event-siklus-4-universal-periodic-review
https://spi.or.id/mempertahankan-tanah-dan-tanaman-dari-perusakan-lima-orang-petani-spi-pasaman-barat-dikriminalisasi/
https://spi.or.id/mempertahankan-tanah-dan-tanaman-dari-perusakan-lima-orang-petani-spi-pasaman-barat-dikriminalisasi/
https://spi.or.id/berikan-keadilan-bagi-petani-pejuang-reforma-agraria/
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1) Perbaikan UU Cipta Kerja: Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  

Pemerintah tidak sungguh-sungguh menjalankan amar putusan MK terkait perbaikan UU Cipta 
Kerja. Bukannya melakukan perbaikan substansi, pemerintah justru mendorong revisi terhadap 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(UU P3), dan memasukkan pasal tentang metode ‘omnibus’ sebagai salah satu metode 
pembentukan hukum di Indonesia. Kebijakan pemerintah ini dipandang sebagai kegagalan 
memahami putusan MK, bahwa perbaikan UU Cipta Kerja harus bersifat menyeluruh, termasuk 
dalam menampung aspirasi dan keterlibatan dari stakeholder yang terkena dampak dari undang-
undang tersebut; 

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) 

hampir sama dengan proses UU Cipta Kerja, dalam perumusan UU IKN5 pemerintah juga dinilai 
tidak melibatkan partisipasi bermakna dari petani serta masyarakat adat, sebagai entitas yang 
terkena dampak. Hal tersebut tampak dari segi pembahasan, UU IKN melalui proses yang sangat 
cepat, yaitu dari tanggal 29 September 2021 pengusulan draf oleh Presiden ke DPR RI, 
pembentukan Panitia Khusus Ibu Kota Negara pada 7 Desember 2021, hingga akhirnya disahkan 
pada 18 Januari 2022. Dampak dari proses yang serba instan tersebut adalah tidak 
terakomodirnya berbagai aspirasi dari berbagai kelompok kepentingan, seperti terkait lokasi IKN 
yang berada di atas wilayah adat, hingga perlindungan terhadap tanah masyarakat yang 
terancam akibat pembangunan; 

3) Revisi Peraturan Presiden terkait Reforma Agraria Nomor 86 Tahun 2018 (Revisi Perpres 

RA) 

Revisi terhadap Perpres RA dilakukan pemerintah secara sepihak dan minim partisipasi dari 
organisasi tani maupun pegiat agraria. Dampak dari hal tersebut antara lain tidak tersentuhnya 
permasalahan yang seharusnya menjadi fokus ‘perbaikan’. Sebaliknya Revisi Perpres RA justru 
memasukkan hal-hal kontroversial yang tidak dikehendaki oleh para petani dan orang-orang yang 
bekerja di perdesaan, dan sangat bias kepentingan pihak-pihak yang anti reforma agraria. SPI 
dalam hal ini memberi catatan khusus, yaitu dijadikannya UU Cipta Kerja dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank tanah, sebagai rujukan dari Revisi Perpres ini 
merupakan sebuah pengingkaran terhadap konstitusi Indonesia6. Hal ini jelas merupakan 
pelanggaran, baik itu melanggar putusan MK mengenai uji formil UU Cipta Kerja, maupun 
melanggar hak-hak petani. Selain itu, revisi Perpres RA ini juga memuat pasal-pasal yang 
bermasalah, seperti peluang perpanjangan hak dalam dua tahun setelah HGU/HGB/Hak Pakai 
berakhir yang mempersempit sasaran Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), hingga pemberian 
HPL kepada BUMN perkebunan yang justru akan memperuncing konflik agraria di sektor 
perkebunan.  

 

 

 
5 Dari data yang disebutkan pemerintah, pembangunan IKN di Kalimantan Timur membutuhkan setidaknya 466 
triliun rupiah. Adapun pendanaan tersebut dibebankan terpisah, yakni 254,4 triliun atau 54,6 persen melalui kerja 
sama pemerintah dengan badan usaha; 89,5 triliun (19,2 persen) dari APBN; dan 122,1 triliun (26,2 persen) 
bersumber dari pihak swasta. Sumber: Kompas, 23 Maret 2022.  
6 https://spi.or.id/rancangan-perpres-percepatan-pelaksanaan-reforma-agraria-inkonstitusional-dan-
menyesatkan/  

https://spi.or.id/rancangan-perpres-percepatan-pelaksanaan-reforma-agraria-inkonstitusional-dan-menyesatkan/
https://spi.or.id/rancangan-perpres-percepatan-pelaksanaan-reforma-agraria-inkonstitusional-dan-menyesatkan/
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Pasal 12 tentang Hak untuk Mengakses Keadilan 

Ayat (1) “Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak yang efektif dan non-
diskriminatif dalam akses atas keadilan, termasuk akses mendapatkan prosedur yang adil 
untuk menyelesaikan perselisihan dan pemulihan yang efektif atas semua pelanggaran 
hak asasi manusia mereka. Keputusan-keputusan semacam itu harus 
mempertimbangkan kebiasaan, tradisi, aturan dan sistem hukum mereka yang 
bersesuaian dengan kewajiban-kewajiban yang relevan berdasarkan hukum hak asasi 
manusia internasional.”  

Komitmen pemerintah untuk melakukan penyelesaian konflik agraria masih belum 
menghindarkan petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan dari diskriminasi dan 
ketidakadilan. Dibentuknya Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan 
Kebijakan Reforma Agraria (PPKA-PKRA) pada tahun 2021, pada dasarnya merupakan upaya 
untuk mendorong adanya penyelesaian dan pemulihan hak-hak petani yang menjadi korban 
agraria. Namun hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kendati proses penyelesaian 
konflik agraria di bawah Tim PPKA-PKRA berlanjut, namun intimidasi, diskriminasi hukum, dan 
kriminalisasi terhadap petani masih berlangsung. Pihak kepolisian, yang juga masuk di dalam Tim 
PPKA-PKRA, cenderung berpihak terhadap pihak-pihak yang berlawanan dengan petani, SPI 
mencatat masih adanya intimidasi dan diskriminasi hukum hingga kriminalisasi yang menjerat 
petani selama tahun 2022 ini, yaitu: 

1) Di Sumatera Barat, hal ini terjadi di tiga titik: a) Basis Aia Gadang: Polres Pasaman Barat 

tetap melakukan proses hukum terhadap delapan orang petani anggota SPI dengan 

tuduhan menduduki lahan perkebunan PT. Anam Koto menggunakan Pasal 55 Undang-

Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, padahal lokasi tersebut sudah masuk dalam 

Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Tim 

PPKA-PKRA untuk segera dilakukan percepatan penyelesaian; b) Basis Nagari Kapa yang 

sedang berkonflik agraria dengan PT. Permata Hijau Pasaman I (Wilmar Grup). Sementara 

itu laporan petani kepada Polres Pasaman Barat terhadap tindakan pihak perusahaan 

yang melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap petani perempuan Nagari Kapa 

sampai saat ini masih tertahan prosesnya; c) pihak Polda Sumbar juga kerap melakukan 

upaya intimidasi kepada petani anggota SPI Gunung Bungkuk dan Lubuk Bontar, Nagari 

Air Bangis agar menyerahkan tanah dan rumah mereka yang sudah digarap dan ditinggali 

selama puluhan tahun kepada pihak yang mengatasnamakan koperasi. Bahkan Polda 

Sumbar sampai melakukan pemanggilan kepada petani agar meninggalkan lahan garapan 

dan rumah; 

2) Di Jawa Barat, konflik agraria yang dialami oleh SPI Cabang Indramayu, yang berkonflik 

dengan PT. PG Rajawali Jatitujuh, terus mengalami eskalasi selama tahun 2022 ini. Bentuk 

intimidasi dan kekerasan bermacam-macam, mulai dari perusakan lahan pertanian, 

ancaman dengan senjata tajam, serangan fisik, dan pembunuhan, dilakukan oleh preman 

maupun sekuriti yang ditengarai merupakan suruhan dari pihak-pihak yang anti terhadap 

perjuangan reforma agraria. Tim Nasional Reforma Agraria SPI (TRA-SPI) mencatat 

sedikitnya terdapat 5 orang anggota SPI Cabang Indramayu yang menjadi korban 

intimidasi dan diskriminasi hukum; 
 



      LAPORAN SITUASI UNDROP 2022 

   9 

Pasal 15 tentang Hak atas Pangan dan Kedaulatan Pangan  

Ayat (3) “Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 
memberantas gizi buruk pada anak-anak pedesaan, termasuk dalam kerangka layanan 
kesehatan primer melalui, antara lain, penerapan teknologi yang sudah tersedia dan 
penyediaan pangan bergizi yang memadai dan dengan memastikan bahwa perempuan 
mendapatkan gizi yang layak selama kehamilan dan menyusui. Negara-negara juga harus 
memastikan bahwa semua segmen masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak, 
mendapatkan informasi, memiliki akses atas pendidikan gizi dan didukung dalam 
menggunakan pengetahuan dasar tentang gizi anak dan manfaat menyusui.” 

Kasus gizi buruk masih menjadi momok bagi Indonesia, hal ini dilihat dari masih tingginya kasus 
tengkes atau stunting di beberapa wilayah Indonesia. Penyebab tengkes tak lain adalah terkait 
ketidak cukupan gizi, baik itu ketika masa kandungan dimana ibu dan bayi tidak mendapatkan 
asupan gizi yang baik. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, angka 
prevalensi tengkes berada di angka 24,4 persen dan terdapat 7 provinsi yang melaporkan kasus 
tertinggi, yaitu: 1) Nusa Tenggara Timur; 2) Sulawesi Barat; 3) Sulawesi Tenggara; 4) Kalimantan 
Barat; 5) Kalimantan Selatan; 6) Nusa Tenggara Barat; dan 7) Aceh7.  

Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi tengkes sejatinya dapat dilakukan dengan menerapkan 
prinsip kedaulatan pangan untuk penyediaan gizi bagi perempuan maupun anak-anak. Melalui 
kedaulatan pangan, masyarakat didorong untuk memenuhi pangan melalui produksi lokal, dam 
menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada. Hal ini 
mengingat semakin tercerabutnya masyarakat Indonesia dari sumber-sumber pangan lokal yang 
biasa mereka konsumsi. Contoh kasus misalnya tingginya Tengkes di Suku Asmat, Papua. Hal ini 
terjadi akibat perubahan pola konsumsi masyarakat adat yang bergantung pada beras dan 
makanan instan dari luar Asmat. Padahal Asmat merupakan lokasi yang menjadi wilayah lumbung 
sagu, dimana terdapat 1,4 juta hektar potensi luas lahan sagu di Asmat8. 

Ayat (4) “Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk menentukan 
sistem pangan dan pertanian mereka sendiri, yang diakui oleh banyak Negara dan 
wilayah di dunia sebagai hak atas kedaulatan pangan. Hal ini termasuk hak atas 
partisipasi dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan pangan dan 
pertanian dan hak atas pangan yang sehat dan layak yang dihasilkan melalui metode 
ekologis yang kuat dan berkelanjutan yang menghargai budaya mereka.” 

Proses penentuan sistem pangan di Indonesia masih belum mengakomodir kepentingan petani 
dan orang-orang yang bekerja di perdesaan. Kondisi tersebut tampak dari masih didorongnya 
program food estate sebagai solusi mencukupi kebutuhan pangan nasional. Sebagaimana 
diketahui, program food estate sebagai pencetakan lumbung pangan di luar pulau Jawa, telah 
diimplementasikan di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Kalimantan Tengah, Sumatera 
Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Program ini sejatinya merupakan bentuk liberalisasi sistem 
pangan dan pertanian nasional, mengingat keterlibatan dari pihak swasta sangat dominan baik 
itu di dari fase produksi hingga menjadi off taker dari hasil pertanian para petani. Hal ini tentu 

 
7 Survei ini dilaunching pada tanggal 27 Desember 2021 oleh Kementerian Kesehatan RI. Lihat 
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20211227/4339063/penurunan-prevalensi-stunting-tahun-2021-
sebagai-modal-menuju-generasi-emas-indonesia-2045/ lihat juga 
https://www.kompas.com/sains/read/2022/07/01/140000123/angka-stunting-indonesia-24-4-persen-7-provinsi-
catat-kasus-tertinggi?page=all  
8 Lihat Kompas edisi cetak, Sabtu 29 Januari 2022 ‘Gizi Buruk Asmat: Bom Waktu di Lumbung Sagu’ 

https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20211227/4339063/penurunan-prevalensi-stunting-tahun-2021-sebagai-modal-menuju-generasi-emas-indonesia-2045/
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20211227/4339063/penurunan-prevalensi-stunting-tahun-2021-sebagai-modal-menuju-generasi-emas-indonesia-2045/
https://www.kompas.com/sains/read/2022/07/01/140000123/angka-stunting-indonesia-24-4-persen-7-provinsi-catat-kasus-tertinggi?page=all
https://www.kompas.com/sains/read/2022/07/01/140000123/angka-stunting-indonesia-24-4-persen-7-provinsi-catat-kasus-tertinggi?page=all
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bertentangan dengan prinsip pangan sebagai hajat hidup masyarakat umum yang merupakan 
kewajiban negara, sehingga seharusnya tidak dicampuri oleh kepentingan bisnis/ekonomi.  
Implementasi dari program food estate pun mendapatkan sorotan, karena dikritik belum berhasil 
mengatasi masalah ketersediaan pangan hingga penolakan dari masyarakat terkait pelaksanaan 
program tersebut. 

Di Kalimantan Tengah misalnya, laporan dari Kompas menyebutkan lahan singkong di Desa Tawai 
Baru, Kabupaten Gunung Mas, tampak tidak terurus. Sekretaris Desa Tawai Baru, Arung, 
menyebutkan terdapat lima desa yang menolak pembukaan lahan untuk food estate singkong 
karena sekitar 2.000 hektar dari 31.000 lahan yang akan dibuka berupa kebun, bahkan rumah-
rumah warga .Selain persoalan lahan, masa tanam yang dipaksakan untuk padi sawah di lahan 
gambut juga terbukti gagal. Laporan dari Kompas, menyebut di Desa Belanti Siam, Kecamatan 
Pandih Batu, mengalami kegagalan panen di musim ketiga, sesuai dengan permintaan 
pemerintah dalam program food estate. Hal ini bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat 
yang hanya bisa menanam dua kali, karena lingkungan dan pengolahan lahan yang perlu 
perencanaan dengan baik9. 

Seiring senada, food estate di Sumatera Utara juga masih jauh dari hasil yang memuaskan. 
Penerapan program food estate hortikultura (bawang merah, bawang putih, dan kentang) 
mengabaikan faktor kebiasaan dan kemampuan petani yang masih belum familiar dengan 
tanaman tersebut. Masyarakat sejatinya telah terbiasa dengan tanaman kopi, andaliman, hingga 
kemenyan sebagai usaha pertanian mereka. Selain itu, instruksi pemerintah untuk berproduksi 
dan panen sesegera mungkin, mengakibatkan proses pengolahan, penanaman, hingga 
pascapanen yang terburu-buru. Hal tersebut tertutupi mengingat selama Masa Tanam I di proyek 
tersebut, pemerintah memberikan bantuan mulai dari benih, pupuk, hingga menjamin 
pembelian hasil panen. Namun pada Masa Tanam II, beberapa bantuan tersebut dibatasi dan 
masyarakat diberi pilihan apakah mengolah lahan sendiri ataupun bekerja sama dengan 
perusahaan10.   

(Ayat 5) “Negara-negara harus merumuskan, dalam kemitraan dengan petani dan orang 
yang bekerja di pedesaan, kebijakan publik di tingkat lokal, nasional, regional dan 
internasional untuk memajukan dan melindungi hak atas pangan yang layak, keamanan 
pangan dan kedaulatan pangan serta sistem pangan yang berkelanjutan dan berkadilan 
yang memajukan dan melindungi hak-hak yang terkandung dalam Deklarasi ini. Negara-
negara harus mendirikan mekanisme untuk memastikan koherensi kebijakan pertanian, 
ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan mereka terhadap pewujudan hak-hak yang 
terkandung dalam Deklarasi ini.” 

Merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menjadi bukti bagaimana pemerintah gagal 
dalam memajukan hak atas pangan, khususnya keamanan pangan dai dalam negeri. PMK mulai 
merebak di bulan Mei 2022, dan menjangkit 291.538 hewan, per 29 Juni 2022. Hal ini disinyalir 

 
9 Lihat liputan khusus Kompas mengenai proyek food estate di Kalimantan Tengah: Kompas edisi cetak, Selasa 30 
Agustus 2022 ‘Pertanian Sengkarut Lumbung Pangan Kalimantan Tengah’; dan Kompas edisi cetak, Rabu 31 
Agustus 2022 ‘Lumbung Pangan Jalan Panjang Mencetak Sawah di Lahan Gambut’.  
10 Lihat liputan mengenai food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan oleh Mongabay di 
https://www.mongabay.co.id/2022/12/19/petani-food-estate-di-humbang-hasundutan-hadapi-beragam-
persoalan/ . Liputan ini juga mengutip hasil temuan penelitian Walhi Sumatera Utara dan SPI Sumatera Utara terkait 
program food estate.  

https://www.mongabay.co.id/2022/12/19/petani-food-estate-di-humbang-hasundutan-hadapi-beragam-persoalan/
https://www.mongabay.co.id/2022/12/19/petani-food-estate-di-humbang-hasundutan-hadapi-beragam-persoalan/
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akibat kebijakan pemerintah dalam mengimpor hewan ternak dari luar berdasarkan zonasi, 
sehingga mengabaikan keamanan pangan yang terbukti membahayakan pangan di dalam negeri. 

Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah lantas mengambil beberapa kebijakan, seperti vaksinasi 
dan kompensasi bagi para peternak. Untuk vaksinasi terhadap hewan ternak, pemerintah 
menargetkan 3 juta dosis vaksin ternak di Indonesia dengan biaya mencapai 4,4 - 4,6 triliun. 
Sementara untuk kompensasi bagi peternak yang menjadi korban PMK. Hal ini diatur dalam 
Keputusan Mentan Nomor 518 Tahun 2022 tentang Pemberian Kompensasi dan Bantuan dalam 
Keadaan Tertentu Darurat PMK. Terdapat beberapa syarat bagi peternak untuk mendapat 
kompensasi 10 juta per ekor sapi yang dimusnahkan karena terjangkit PMK, yaitu: 

i) Memiliki surat keterangan kepemilikan hewan yang ditandatangani oleh lurah/kepala 

desa; 

ii) Melampirkan surat keterangan stamping out pemusnahan hewan dari dokter hewan 

setempat; 

iii) Hewan yang berhak mendapat kompensasi adalah hewan yang sehat yang diduga 

berpotensi menularkan dan menyebarkan PMK ke hewan lain berdasarkan 

pertimbangan dari dokter hewan setempat; 

iv) Hewan yang tidak diasuransikan atau tidak mendapat penggantian dari APBD provinsi, 

kota, atau kabupaten; 

v) wilayah atau kawasan (pulau) yang diberikan kompensasi yakni wilayah yang 

merupakan zona hijau, yang belum melaporkan temuan kasus PMK (Kompas, 18 Juli 

2022).  

Tidak sedikit para peternak yang sulit mendapatkan kompensasi, mengingat syarat yang harus 
dipenuhi cukup rumit. Hal ini juga menunjukkan bagaimana tata kelola sektor peternakan di 
Indonesia yang masih butuh banyak perbaikan, khususnya regulasi mengenai masuk/keluarnya 
hewan ternak. Pemerintah harusnya menjadikan hal ini sebagai momentum untuk memperketat 
impor terutama dari negara-negara yang belum steril dari wabah PMK. Sementara untuk 
kebijakan jangka panjang lainnya, pemerintah harus mendukung tumbuhnya peternak sapi 
dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam konteks kedaulatan pangan di 
Indonesia.  

Pasal 16 tentang Hak atas Penghasilan dan Penghidupan yang Layak serta Cara 
Produksi 

Ayat (2) “Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mendukung 
akses petani dan orang yang bekerja di pedesaan atas sarana transportasi dan fasilitas 
pemrosesan, pengeringan dan penyimpanan yang penting untuk menjual produk mereka 
di pasar lokal, nasional dan regional dengan harga yang menjamin pendapatan dan 
penghidupan yang layak”  

Ayat (3) “Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 
memperkuat dan mendukung pasar lokal, nasional dan regional dengan cara-cara yang 
memfasilitasi dan memastikan bahwa petani dan orang yang bekerja di pedesaan 
memiliki akses dan partisipasi penuh serta adil atas pasar-pasar tersebut untuk menjual 
produk mereka dengan harga yang memungkinkan mereka beserta keluarganya untuk 
mencapai standar hidup yang layak.” 
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Persoalan penghasilan dan 
penghidupan yang patut 
menjadi sorotan utama dalam 
situasi UNDROP di tahun 2022 
ini. Di tingkat global, indeks 
harga pangan FAO mencatat 
kenaikan tertinggi sepanjang 
sejarah pada bulan Maret tahun 
2022 lalu. Kenaikan tersebut 
kemudian menggulirkan isu 
terkait ancaman ‘Krisis Pangan 
Global’. Sama seperti di tahun 
2008, kenaikan harga pangan 
beberapa komoditas menjadi 
penyebab utama, misalnya 
sawit, gandum, maupun 
serealia. 

Secara sederhana, kenaikan harga di tingkat global tersebut harusnya juga dinikmati oleh para 
petani selaku produsen pangan. Hanya saja kondisi tersebut tidak dinikmati sepenuhnya oleh 
petani di Indonesia. Dalam konteks sawit, Indonesia merupakan negara produsen CPO terbesar 
di dunia. Tetapi secara stuktur penguasaan, apakah itu lahan maupun hilirisasi, petani masih 
belum menjadi kekuatan utama karena kuatnya korporasi. Dalam konteks penguasaan lahan 
misalnya, dari 16,1 juta hektar perkebunan kelapa sawit, 54,42 persennya dikuasai oleh 
swasta/korporasi, dan sisanya tersebar di BUMN (pemerintah) dan petani swadaya kecil. 
Sementara pada industri minyak goreng, fenomena kartel semakin menguat tatkala 40 persen 
pangsa minyak goreng dikuasai oleh empat perusahaan besar, yang juga menguasai perkebunan 
kelapa sawit sekala luas. 

Kenaikan harga minyak sawit kemudian mendorong para korporasi untuk melakukan ekspor 
secara masif. Hal tersebut kemudian melupakan kebutuhan minyak sawit dalam negeri yang juga 
tinggi. Akibat dari minimnya pasokan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terjadi kenaikan 
harga minyak makan sawit di dalam negeri, yang sebelumnya di kisaran Rp8.000/kg kini menjadi 
Rp14.000/kg. Langkah pemerintah untuk menstabilisasi harga minyak makan sawit justru 
memberi dampak yang besar bagi para petani swadaya kecil di Indonesia. Diambilnya kebijakan 
larangan ekspor CPO pada 28 April 2022, mengakibatkan harga TBS di tingkat petani anjlok ke 
titik terparah hingga Rp300/kg11.  

Upaya pemerintah untuk memfasilitasi petani dalam menjual produk mereka dengan harga yang 
layak juga belum tampak di sektor perberasan. Sebagaimana diketahui, sampai dengan saat ini 
pemerintah masih mempertahankan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk 
gabah/beras di angka Rp4.200/kg. Pemerintah seharusnya mengoreksi hal tersebut mengingat 
biaya yang dikeluarkan oleh petani sudah mengalami kenaikan akibat adanya kenaikan harga 
Bahan Bakar Minyak (BBM), pupuk, hingga biaya konsumsi rumah tangga lainnya. Kondisi ini 
sebenarnya bisa dibaca dari fluktuatifnya Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan Nasional, 
yang kerap kali berada di bawah standar impas. 

 
11 Lihat https://spi.or.id/harga-tbs-sawit-rp-300-kg-sentuh-titik-nadir-pemerintah-harus-teguhkan-upaya-
perombakan-total-persawitan/  
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Grafik 1 Indeks Harga Pangan FAO. Sumber: 
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/  

https://spi.or.id/harga-tbs-sawit-rp-300-kg-sentuh-titik-nadir-pemerintah-harus-teguhkan-upaya-perombakan-total-persawitan/
https://spi.or.id/harga-tbs-sawit-rp-300-kg-sentuh-titik-nadir-pemerintah-harus-teguhkan-upaya-perombakan-total-persawitan/
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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Grafik 2 Nilai Tukar Petani Tanaman 
Pangan Januari - November 2022 

Situasi perberasan bertambah 
buruk mengingat petani kerap 
kali menjual gabah/beras milik 
mereka di bawah HPP yang 
ditetapkan, yakni mencapai 
Rp3.000 – Rp3.500, ketika 
musim panen raya. 
Pemerintah sebenarnya 
memiliki instrumen untuk 
melindungi dan menjamin 

petani mendapatkan harga yang layak, yakni melalui Bulog untuk menyerap hasil panen milik 
petani. Namun hal tersebut urung dilakukan karena penyerapan beras oleh Bulog yang rendah, 
khususnya ketika musim panen raya lalu. Menipisnya stok cadangan beras pemerintah yang 
dikelola oleh Bulog, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan impor beras12.  

Rendahnya harga di tingkat petani, sampai pada impor beras yang dilakukan pemerintah 
merupakan anomali terhadap kinerja perberasan di Indonesia yang diklaim berhasil. Dari segi 
produksi, BPS mencatat bahwa produksi beras Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 
2019 (31,31 juta ton), 2020 (31,5 juta ton), dan 2021 (31,36 juta ton), dan 2022 (angka prediksi 
di 32,07 juta ton). Kondisi tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk 
mengambil kebijakan yang berpihak pada petani dan menjamin hak-haknya atas harga yang 
layak. 

Selain komoditas di atas, permasalahan pupuk juga penting sebagai salah satu komponen 
produksi di sektor pertanian. Hal yang menjadi sorotan adalah problem pupuk bersubsidi belum 
kunjung terselesaikan pada tahun 2022 ini, yaitu: 

I. Diskriminasi terhadap petani menerima bantuan, yang terbatas pada kelompok tani dan 
gabungan kelompok tani, saja; 

II. Harga pupuk bersubsidi yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) sesuai Permentan 
Nomor 45 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi 
Sektor Pertanian; 

III. Ketersediaan pupuk tidak sesuai dengan musim tanam; 
IV. Manipulasi data usulan pengajuan pupuk bersubsidi; 
V. Data kartu tani tidak sinkron dengan alokasi pupuk; 

Dari permasalahan di atas, hal yang menjadi fokus SPI adalah terkait diskriminasi terhadap petani 
penerima bantuan pupuk bersubsidi, yang terbatas pada kelompok tani dan Gabungan Kelompok 
Tani. Padahal, berdasarkan putusan MK Nomor 87/PUU-XI/2013 tanggal 5 November 2014, 
pemerintah wajib mengakomodir kelembagaan petani lainnya yang ada, termasuk organisasi 
petani. Putusan MK tersebut sejalan dengan pasal 16 ini, dimana tidak boleh ada diskriminasi 
terhadap petani, maupun kelompoknya, untuk menikmati hak-hak mereka atas fasilitas-fasilitas 
yang dapat menjamin kehidupan mereka lebih layak. 

 
12 Lihat https://spi.or.id/pemerintah-akhirnya-impor-beras-akibat-lemahnya-pengelolaan-cadangan-pangan-
nasional-koperasi-produksi-pangan/  
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Sementara itu, pemerintah mengambil langkah untuk membatasi pupuk bersubsidi. Hal ini 
ditandai dengan lahirnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara 
Penatapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Jenis pupuk 
yang disubsidi juga berubah, hanya terbatas pada pupuk urea dan NPK saja13. Selain itu, dalam 
Permentan yang baru tersebut, peruntukan pupuk bersubsidi juga dibatasi ke jenis-jenis tanaman 
tertentu saja, yakni tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai); hortikultura (cabai, bawang 
merah, dan bawang putih); dan perkebunan (tebu rakyat, kakao, dan kopi).  

SPI berpandangan kebijakan pemerintah untuk membatasi pupuk bersubsidi harus diikuti dengan 
kebijakan pengalihan subsidi ke dalam bentuk yang lain. Pemerintah harus menjajaki opsi 
pemberian subsidi langsung, apakah itu subsidi harga beli di tingkat petani, sampai pada 
mendorong penggunaan pupuk organik, sebagai kebijakan jangka panjang mengatasi 
ketergantungan terhadap pupuk kimia dan keberlanjutan lingkungan pertanian. Hal ini bisa 
dilakukan untuk menekan alokasi anggaran untuk pupuk bersubsidi yang jumlahnya besar. Dalam 
APBN 2021 misalnya, kebutuhan akan pupuk subsidi mencapai 24,3 juta ton, sementara anggaran 
yang disediakan hanya Rp25,3 triliun, yang setara dengan 9 juta ton pupuk bersubsidi. Kondisi 
tersebut menunjukkan perlunya dilakukan perubahan subsidi untuk keberlangsungan pertanian 
yang lebih baik. 

 
Grafik 3 Anggaran Pupuk Bersubsidi dalam APBN 2017 – 2021 

Pasal 17 tentang Hak atas Tanah 

Ayat (3) “Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk 
menyediakan pengakuan hukum untuk hak tenurial tanah, termasuk hak tenurial tanah 
adat yang saat ini tidak dilindungi oleh hukum, dengan mengakui keragaman keberadaan 
model dan sistem. Negara-negara harus melindungi tenurial yang sah dan memastikan 
bahwa petani dan orang yang bekerja di pedesaan). tidak digusur secara sewenang-
wenang atau secara tidak sah dan bahwa hak-hak mereka dengan itu dihilangkan atau 
dilanggar. Negara-negara harus mengakui dan melindungi hak common alam mereka 
dan sistem terkait dengan itu terkait penggunaan dan tata kelola mereka.”  

Ayat (4) “Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk dilindungi dari 
pemindahan paksa yang sewenang-wenang dan tidak sah dari tanah atau tempat mereka 
hidup, atau dari sumber daya alam lain yang digunakan untuk kegiatan mereka dan 
penting untuk dinikmatinya kondisi kehidupan yang layak. Negara-negara harus 
menyusun perlindungan melawan pemindahan paksa dalam peraturan perundangan 

 
13 Dalam Permentan nomor 41 Tahun 2021, yang dimaksud pupuk bersubsidi antara lain: urea, SP-36; ZA; dan NPK 
(anorganik) dan pupuk organic.   
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domestik yang konsisten dengan hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter. 
Negara-negara harus melarang penggusuran paksa yang sewenang-wenang dan tidak 
sah, penghancuran wilayah pertanian dan penyitaan atau pengambilalihan tanah dan 
sumber daya alam lainnya, termasuk sebagai tindakan hukuman atau sebagai cara atau 
metode perang.” 

Tahun 2022 masih ditandai dengan terjadinya konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia. 
Konflik agraria dapat dimaknai sebagai lambatnya upaya pemerintah untuk mengakui hak petani 
dan orang-orang yang bekerja di perdesaan, atas tanah yang menjadi sumber penghidupan 
utama mereka. Dari data yang dikumpulkan SPI, sekurang-kurangnya terjadi 119 konflik agraria 
di Indonesia.  

 

Gambar  1 Konflik Agraria Tahun 2022 

Secara tipologi, tidak terdapat perubahan yang signifikan, dimana konflik agraria di sektor 
perkebunan menjadi yang terbanyak terjadi, yaitu sebanyak 70 kasus. Di internal SPI sendiri, 
tercatat 27 kasus konflik agraria yang terjadi, yang juga didominasi oleh sektor perkebunan. 
Banyaknya jumlah konflik yang terjadi di sektor perkebunan tidak terlepas dari luasnya hak guna 
usaha maupun izin konsesi yang diberikan oleh negara/permerintah. Hal ini dicerminkan dari 
rasio gini kepemilikan tanah di Indonesia, yang selama 4 dekade terakhir berfluktuasi pada 
rentang nilai 0,50 – 0,72. Angka tersebut jelas menunjukkan ketimpangan yang tinggi, yaitu 1 % 
rakyat Indonesia menguasai 72 % tanah di Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah harus 
mengambil langkah-langkah yang tepat untuk  

Ayat (6) “Dimana diperlukan, negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang 
perlu untuk melakukan reforma agraria untuk memfasilitasi akses yang luas dan 
berkeadilan atas tanah dan sumber daya alam lainnya yang diperlukan untuk 
memastikan bahwa petani dan orang yang bekerja di pedesaan menikmati kondisi 
kehidupan yang layak, dan untuk membatasi konsentrasi dan kontrol tanah yang 
berlebihan, dengan memperhitungkan fungsi sosialnya. Petani tak bertanah, orang muda, 
nelayan skala kecil dan pekerja pedesaan lainnya seharusnya diberi prioritas dalam 
alokasi lahan publik, perikanan dan hutan” 

Pemerintah Indonesia mengambil gebrakan pada awal tahun 2022, tepatnya pada 6 Januari, 
ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan pencabutan terhadap 2.078 izin pertambangan, 
192 izin kehutanan (seluas 3.126.439 hektar), dan 137 izin perkebunan (34.448 hektar). 
Pencabutan ini dilakukan karena izin-izin yang diterbitkan tidak dijalankan, tidak produktif, 
bahkan dialihkan kepada pihak lain. Kebijakan ini juga dinilai relevan dengan komitmen 
pemerintah untuk menjalankan reforma agraria untuk meredistribusikan 9 juta hektar untuk 
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mengatasi kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJMN) 2020 – 2024. 

SPI mengapresiasi pencabutan izin pertambangan, izin penggunaan hutan, dan hak guna yang 
dilakukan oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan pasal 17 UNDROP, pemerintah seharusnya 
menjadikan lokasi-lokasi yang izinnya telah dicabut tersebut, sebagai Tanah Objek Reforma 
Agraria (TORA) dan didistribusikan kepada petani dan rakyat tak bertanah. Namun hal tersebut 
tidak langsung direalisasikan oleh pemerintah, mengingat mesikpun pencabutan izin sudah 
dilakukan namun belum jelas arah kebijakan, ke mana tanah-tanah tersebut akan 
diredistribusikan. Hal ini tentunya menjadi tanda tanya besar, karena dikhawatirkan lokasi-lokasi 
yang dicabut izinnya justru akan diberikan kepada korporasi-korporasi industri pertanian, 
perkebunan, kehutanan, dan pengembang (real estate) untuk kepentingan bisnis.  

Pasal 19 tentang Hak atas Benih 

Ayat (3) “Negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk penghormatan, 
perlindungan dan pemenuhan hak atas benih petani dan orang yang bekerja di 
pedesaan.” 

Ayat (8) “Negara-negara harus memastikan bahwa kebijakan benih, perlindungan 
varietas tanaman dan peraturan perundangan kekayaan intelektual lainnya, skema 
sertifikasi dan undang-undang pemasaran benih menghormati dan memperhitungkan 
hak, kebutuhan, dan kenyataan petani serta orang yang bekerja di pedesaan.”  

Pada 20 September 2022, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 
Airlangga Hartanto, mengumumkan rencana untuk mengintroduksi mengenai benih kedelai 
rekayasa genetika (GMO). Hal ini disampaikan oleh Penggunaan benih GMO dinilai bisa 
meningkatkan produksi kedelai, dari yang sebelumnya 1,6-2 ton per hektar menjadi 3,5 -4 ton 
per hektar. Pemerintah berdalih bahwa produksi kedelai nasional saat ini belum mampu 
memenuhi kebutuhan nasional. Hal tersebut juga didorong oleh peningkatan harga kedelai di 
tingkat global, yang mengalami kenaikan sejak Februari 2022. Dampak dari kenaikan harga 
tersebut pada industri tahu-tempe nasional, yang sampai saat ini 80 persen masih bergantung 
pada kedelai impor. 

SPI dalam hal ini meminta pemerintah untuk mengurungkan niat tersebut. Terdapat beberapa 
pertimbangan, seperti faktor kesehatan dari benih GMO yang masih diperdebatkan, serta 
ancaman terhadap keanekaragaman hayati, khususnya benih kedelai lokal di Indonesia. Poin 
yang tak kalah penting lainnya adalah penggunaan benih GMO akan menyebabkan 
ketergantungan akan benih produksi oleh korporasi. Hal ini tentu harus dihindari, mengingat 
benih adalah salah satu faktor produksi utama di sektor pertanian.  

Pada dasarnya, Indonesia mampu memproduksi kedelai secara mandiri, hal ini terjadi pada tahun 
1992, dimana produksi kedelai nasional mencapai 1,86 juta ton per tahun. Namun angka tersebut 
terus mengalami penurunan hingga akhirnya menjadi importir. Penyebab penurunan ini 
sederhana, tidak adanya jaminan harga terhadap kedelai oleh pemerintah, sehingga petani lebih 
memilih untuk menanam tanaman lainnya, dan tidak lagi memproduksi kedelai14. 

 

 

 
14 Lihat https://spi.or.id/spi-tolak-kedelai-gmo-pemerintah-harus-mengembangkan-benih-lokal/  

https://spi.or.id/spi-tolak-kedelai-gmo-pemerintah-harus-mengembangkan-benih-lokal/
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Pasal 20 tentang Hak atas Keanekaragaman Hayati 

Ayat (3) “Negara-negara harus mencegah risiko terjadinya pelanggaran hak-hak petani 
dan orang yang bekerja di pedesaan yang muncul akibat dari pengembangan, 
penanganan, pengangkutan, penggunaan, pemindahan, atau pelepasan organisme hasil 
modifikasi genetik.” 

Berkaitan dengan masalah gizi buruk dan tengkes yang dialami oleh anak-anak di Indonesia, 
pemerintah mengambil kebijakan untuk mempromosikan pangan fortifikasi, yakni Beras 
fortifikasi Inpari IR Nutri Zinc. Varietas yang sudah dilepas pada tahun 2019 lalu, diharapkan 
mampu mencegah tengkes, karena mengandung kadar zinc 25 persen lebih banyak dibandingkan 
varietas beras lainnya lainnya. SPI meminta pemerintah untuk mengkaji ulang penggunaan beras 
fortifikasi tersebut. 

Sebagai ‘solusi instan’ permasalahan kecukupan gizi masyarakat, pemerintah harus melihat lagi 
bagaimana penerapan maupun penerimaan dari beras fortifikasi sebagai pangan yang direkayasa 
secara genetik. Beras fortifikasi bukannya tanpa kontroversi, beras fortifikasi dinilai gagal 
berdampak pada anemia, bahkan di India terdapat penolakan terhadap beras fortifikasi karena 
berpotensi menyebabkan kelebihan zat besi dan menciptakan stress oksidatif, dan sejumlah kecil 
zat besi dikontraindikasikan15. Alih-alih solusi instan tersebut, pemerintah seharusnya 
berkomitmen pada diversifikasi pangan untuk mengatasi persoalan kekurangan gizi di Indonesia. 
Hal ini mengingat Indonesia memiliki potensi pangan yang beraneka ragam dan mumpuni secara 
kandungan gizi.   

Penutup dan Rekomendasi 

Kewajiban negara di dalam UUD 1945 sebagai konstitusi, khususnya pada Alinea ketiga, yang 
merefleksikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Negara harus hadir 
untuk menyejahterakan warga negaranya, termasuk dalam hal menjamin perlindungan hak-hak 
konsitusional mereka. Dengan disahkannya UNDROP, pemerintah dapat melakukan harmonisasi 
berbagai kebijakan-kebijakan di dalam negeri dengan pasal-pasal UNDROP. Bagi Indonesia, hal 
ini akan menemukan relevansinya, mengingat sektor pertanian masih menjadi salah satu 
tumpuan perekonomian negara. Pada akhirnya, hal ini semua kembali pada komitmen 
pemerintah, sebagai eksekutor dan pelaksana kebijakan. Berdasarkan pemaparan di atas, SPI 
memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

i. Pemerintah harus melibatkan petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan 

dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan sektor agraria dan 

pertanian. Dalam hal ini, akses dan partisipasi sebesar-besarnya bagi elemen rakyat 

dalam pembuatan kebijakan harus dibuka seluas-luasnya. Pemerintah harusnya 

belajar dari berbagai kegagalan merumuskan kebijakan, seperti dalam konteks UU 

Cipta Kerja yang dinyatakan ‘Inkonstitusional Bersyarat’ karena tidak melibatkan 

partisipasi bermakna dari petani, dan pemangku kepentingan lainnya; 

ii. Kebijakan jangka panjang pertanian Indonesia harus didasarkan pada prinsip 

kedaulatan pangan. Secara sederhana, hal ini ditandai dengan beralihnya para petani 

dari sistem pertanian yang bercorak revolusi hijau menjadi agroekologi. Tidak hanya 

memiliki keuntungan secara ekonomi, karena memutus ketergantungan petani 

 
15 Lihat Kompas cetak Senin, 17 September 2022 ‘Jalan Pintas Fortifikasi Pangan’.  
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terhadap pihak-pihak lain, agroekologi juga memuat nilai-nilai berkelanjutan yang 

mengakar pada adat budaya masyarakat di masing-masing wilayah; 

iii. Komitmen untuk mengharmonisasi UNDROP dalam kebijakan pertanian dan yang 

menyangkut petani di Indonesia. Ini sebenarnya bukan hal yang sulit, mengingat pada 

dasarnya pemerintah Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan 

seperti UU Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, UU Pangan, sampai dengan UU 

Perlintan. Terbaru, bahkan Komnas HAM RI juga sudah menerbitkan Standar Norma 

dan Pengaturan (SNP) tentang Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam. Jika saja 

pemerintah konsisten dalam menjalankan peraturan-peraturan tersebut, maka upaya 

perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak petani dan orang yang bekerja di 

perdesaan akan dapat berkembang lebih baik lagi; 

iv. Sebagai konsekuensi dari harmonisasi di atas, Pemerintah harus membatalkan 

peraturan/undang-undang yang tidak berpihak petani. Salah satunya adalah dengan 

tidak mendorong UU Cipta Kerja untuk diperbaiki, mengingat undang-undang 

tersebut menjadi dasar legitimasi untuk mengriminalisasi dan merampas tanah-tanah 

milik petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan; 

Referensi 

Koran 
 
Kompas, Edisi Rabu 23 Maret 2022 - ‘Menjaring Investor Berpotensi Untuk Pembiayaan IKN’  
Kompas Edisi Sabtu 29 Januari 2022 -‘Gizi Buruk Asmat: Bom Waktu di Lumbung Sagu’ 
Kompas Edisi Selasa 30 Agustus 2022 - ‘Pertanian Sengkarut Lumbung Pangan Kalimantan 

Tengah’ 
Kompas Edisi Rabu 31 Agustus 2022 - ‘Lumbung Pangan Jalan Panjang Mencetak Sawah di 

Lahan Gambut’.  
Kompas Edisi Senin 17 September 2022 - ‘Jalan Pintas Fortifikasi Pangan’.  
 
Website 
 

https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-
side-event-siklus-4-universal-periodic-review  

https://www.kompas.com/sains/read/2022/07/01/140000123/angka-stunting-indonesia-24-4-
persen-7-provinsi-catat-kasus-tertinggi?page=all  

https://www.mongabay.co.id/2022/12/19/petani-food-estate-di-humbang-hasundutan-hadapi-
beragam-persoalan/  

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816  
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20211227/4339063/penurunan-prevalensi-

stunting-tahun-2021-sebagai-modal-menuju-generasi-emas-indonesia-2045/ 
https://spi.or.id/segera-redistribusikan-tanah-objek-reforma-agraria-tora-yang-dikuasai-pt-

kaswari-unggul-perkebunan-tidak-memiliki-hgu-kepada-petani/  
https://spi.or.id/mempertahankan-tanah-dan-tanaman-dari-perusakan-lima-orang-petani-spi-

pasaman-barat-dikriminalisasi/ 
https://spi.or.id/berikan-keadilan-bagi-petani-pejuang-reforma-agraria/  
https://spi.or.id/rancangan-perpres-percepatan-pelaksanaan-reforma-agraria-inkonstitusional-

dan-menyesatkan/  

https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-side-event-siklus-4-universal-periodic-review
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-side-event-siklus-4-universal-periodic-review
https://www.kompas.com/sains/read/2022/07/01/140000123/angka-stunting-indonesia-24-4-persen-7-provinsi-catat-kasus-tertinggi?page=all
https://www.kompas.com/sains/read/2022/07/01/140000123/angka-stunting-indonesia-24-4-persen-7-provinsi-catat-kasus-tertinggi?page=all
https://www.mongabay.co.id/2022/12/19/petani-food-estate-di-humbang-hasundutan-hadapi-beragam-persoalan/
https://www.mongabay.co.id/2022/12/19/petani-food-estate-di-humbang-hasundutan-hadapi-beragam-persoalan/
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20211227/4339063/penurunan-prevalensi-stunting-tahun-2021-sebagai-modal-menuju-generasi-emas-indonesia-2045/
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20211227/4339063/penurunan-prevalensi-stunting-tahun-2021-sebagai-modal-menuju-generasi-emas-indonesia-2045/
https://spi.or.id/segera-redistribusikan-tanah-objek-reforma-agraria-tora-yang-dikuasai-pt-kaswari-unggul-perkebunan-tidak-memiliki-hgu-kepada-petani/
https://spi.or.id/segera-redistribusikan-tanah-objek-reforma-agraria-tora-yang-dikuasai-pt-kaswari-unggul-perkebunan-tidak-memiliki-hgu-kepada-petani/
https://spi.or.id/mempertahankan-tanah-dan-tanaman-dari-perusakan-lima-orang-petani-spi-pasaman-barat-dikriminalisasi/
https://spi.or.id/mempertahankan-tanah-dan-tanaman-dari-perusakan-lima-orang-petani-spi-pasaman-barat-dikriminalisasi/
https://spi.or.id/berikan-keadilan-bagi-petani-pejuang-reforma-agraria/
https://spi.or.id/rancangan-perpres-percepatan-pelaksanaan-reforma-agraria-inkonstitusional-dan-menyesatkan/
https://spi.or.id/rancangan-perpres-percepatan-pelaksanaan-reforma-agraria-inkonstitusional-dan-menyesatkan/


      LAPORAN SITUASI UNDROP 2022 

   19 

 
https://spi.or.id/harga-tbs-sawit-rp-300-kg-sentuh-titik-nadir-pemerintah-harus-teguhkan-

upaya-perombakan-total-persawitan/  
https://spi.or.id/pemerintah-akhirnya-impor-beras-akibat-lemahnya-pengelolaan-cadangan-

pangan-nasional-koperasi-produksi-pangan/  
https://spi.or.id/spi-tolak-kedelai-gmo-pemerintah-harus-mengembangkan-benih-lokal/  
 

https://spi.or.id/harga-tbs-sawit-rp-300-kg-sentuh-titik-nadir-pemerintah-harus-teguhkan-upaya-perombakan-total-persawitan/
https://spi.or.id/harga-tbs-sawit-rp-300-kg-sentuh-titik-nadir-pemerintah-harus-teguhkan-upaya-perombakan-total-persawitan/
https://spi.or.id/pemerintah-akhirnya-impor-beras-akibat-lemahnya-pengelolaan-cadangan-pangan-nasional-koperasi-produksi-pangan/
https://spi.or.id/pemerintah-akhirnya-impor-beras-akibat-lemahnya-pengelolaan-cadangan-pangan-nasional-koperasi-produksi-pangan/
https://spi.or.id/spi-tolak-kedelai-gmo-pemerintah-harus-mengembangkan-benih-lokal/

